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Judul Tesis"Peran Dewan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di DK Jakarta", dengan
meneliti peran Dewan Kelurahan Cikini dan Dewan Kelurahan Serdang Jakarta Pusat, sengaja di
kedepankan dengan harapan dapat memicu dan memacu Dewan Kelurahan untuk memperkuat pel aksanaan
desentralisasi pemerintahan dalam era otonomi daerah sesuai semangat reformasi yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan derah. Sejalan dengan semangat itu pula,
Propinsi DK Jakarta sebagai 1bukota Negara republik Indonesiayang lebih lanjut diatur dalam Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 1999, merupakan cermin kiblat provinsi lain di Indonesia maupun dunia
international, perlu mendapat perhatian khusus dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan pendapat para ahli, faktor-faktor yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan maupun
pemberdayaan masyarakat antaralain faktor akuntabilitas, transparansi, responsi, demokrasi maupun bukti
langsung yang dapat ditunjukan. Dipahami bahwa aspek yang mengemuka dalam era otonomi daerah
sekarang ini antaralain, aspek demokrasi, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Oleh
karenaitu Dewan kelurahan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu
mendapatkan perhatian agar semakin mampu berperan.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang berkaitan dengan peran Dewan Kelurahan
dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah; peran Dewan K elurahan dalam pelayanan
masyarakat serta peran Dewan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan mempertimbangkan
bahan pustaka dan sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini dilakukan
melalui pendekatan kualitatif dengan metode eksplanatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara mendalam (in depth interview) dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap informan kunci
(key informan). Harapan rakyat dan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 maupun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000,
dalam kenyataan saat penelitian belum mampu diemban oleh dewan Kelurahan secara optimal. Berbagai
kendala yang dihadapi, baik itu dari sisi anggota Dewan Kelurahan, pemerintah kelurahan maupun dari
masyarakat kelurahan itu sendiri. Oleh karenaitu diharapkan adanya penguatan peran Dewan Kelurahan
yang ditandai pengembangan demokrasi lokal, penguatan SDM, akuntabilitas yang cukup memadai,
transparansi dan daya tanggap yang tinggi. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan sinergi berbagai
stakeholder. Disamping itu sebagai |lembaga baru yang berada di lini terdepan proses penyelenggaraan
otonomi daerah, diperlukan perhatian pemerintah propinsi untuk mendorong terlaksananya tugas pokok dan
fungsi Dewan Kelurahan.
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